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INDIKATOR MENILAI DIMENSI MUTU

Accessiblepelayanan mudah dijangkau, dapat segera digunakan pada saat
dibutuhkan, dan fasilitas kesehatannya memadai dan kompeten.

Appropriatenesspelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan, rasional, tidak
berlebihan, tidak pula kekurangan.

Continuity: pelayanan diberikan bersinambung, tidak terputus, dan tuntas
sampai masalah kesehatan teratasi.

Effectivenesspelayanan diberikan sesuai dengan bukti ilmiah, sesuai dengan
indikasi medis, dan berhasil meningkatkan status kesehatan perorangan.

Efficiency pelayanan diberikan dengan memaksimalkan penggunaan sumber
daya dan menghindari pemakaian sumber daya yang tidak diperlukan.

Safety pelayanan diberikan dengan meminimalkan risiko yang dapat
membahayakan pasien.

Acceptable pelayanan diberikan dengan memperhitungkan dan
mempertimbangkan pilihan dan aspirasi pasien, serta budaya komunitasnya.

Equity: pelayanan diberikan dengan mutu yang sama kepada setiap orang tanpa
membedakan jenis kelamin, suku, status ekonomi, ciri dan letak geografis.

Affordable: pelayanan diberikan dengan biaya yang terjangkau dan masuk akal.



3 dimensi sebagai quality care framework
(Donabedian, konsep dasar untuk menilai mutu pelayanan)

Struktur | e Adalah dimensi tentang segala sesuatu yang perlu disiapkan
dan harus tersedia agar pelayanan dapat diselenggarakan
sesuai dengan kaidah yang disepakati.

e Kondisi struktur mempengaruhi proses dan outcome

e Struktur diukur dengan cara membandingkan kondisi pelayanan
kesehatan dengan checklist yang disepakati.

e Indikator mutunya antara lain availability, accessibility,
affordalibility, dll.

Proses e Adalah dimensi tentang kesesuaian penyelenggaraan
pelayanan dengan ketentuan yang disepakati.

e Proses diukur dengan cara observasi, wawancara, analisis data.

e Indikator mutunya antara lain appropriateness (misalnya angka
seksio Caesaria, angka polifarmasi, dil), efficiency,
effectiveness, kepatuhan mengikuti prosedur, dll

Outcome | = Adalah dimensi tentang hasil pelayanan yang diberikan (output)
dan dampaknya pada status kesehatan (impact).

e Outcome dipengaruhi oleh kombinasi struktur dan proses.
e Outcome diukur dengan cara survei dan analisis data.

e Indilator mutunya antara lain angka  utilisasi, angka
kesembuhan, angka kematian di RS, acceptability (kepuasan
pasien), dll




TUJUAN PELAYANAN

 MEMENUHI KEBUTUHAN MEDIS PASIEN
* MENJAMIN KESELAMATAN PASIEN
 MEMATUHI STANDAR PROFESI

KATA KUNCINYA :
V PERFORMANCE
V COMPLIENCE



TATA KELOLA ASPEK PELAYANAN
(MODAL DASAR)

TENAGA

STANDAR KOMPETENSI/SOP/CLINICAL
PATHWAYS

FASILITAS/SARANA

ALAT KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
MENEJEMEN/ADMINISTRAS
PEMBIAYAAN




SISTEM PELAYANAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

STANDAR SARANA, ALAT KESEHATAN, OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI
STANDAR TARIF, SISTEM REMUNERASI, KONTRAK KERJA, HAK DAN KEWAIJIBAN

STANDAR
Kemampuan
Keilmuan _ _ NEED &
Kompetensi Profe5|onaI|srT1e DEMAND

Teknis tenaga medis KEPUASAN
Professional
Ethic &
Attitude

RELIABILITY
RESPONSIVENESS
ASSURANCE
EMPHATY

\ TANGIBLE

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
PENEGAKAN ETIKA, DISIPLIN DAN HUKUM




PRINSIP PROFESIONALISME

BERUPAYA MEMILIH DAN MENERAPKAN
CARA /JALAN KELUAR YANG DINILAI PALING
EFEKTIF DAN EFISIEN

(KEAHLIAN/KEMAMPUAN TEKNIS)

BERUPAYA AGAR CARA/JALAN KELUAR YANG
DIPILIH DAN DITERAPKAN TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN NILAI-NILAI MORAL
(INTEGRITAS ETIK)




PROFESIONALISME

 MEMERLUKAN PENGUASAAN ILMU DAN

TEKNOLOGI YANG HANDAL (STANDAR
KOMPETENSI)

 MEMERLUKAN TERSEDIANYA DAN DIPATUHINYA
PEDOMAN PERILAKU (STANDAR ETIK)




KEWAJIBAN UMUM

DAN KEPADA PASIEN

BERTINDAK PROFESIONAL DAN INDEPENDEN
JUJUR DALAM MENERAPKAN ILMU DAN KEAHLIANNYA

MEMBERIKAN KETERANGAN HANYA PADA HAL YG
DIPERIKSANYA SENDIRI

MELINDUNGI HIDUP INSANI DAN MENGHORMATI
MARTABAT KEMANUSIAAN

MENOLONG KASUS GAWAT DARURAT ATAS
KEMANUSIAAN

MERUJUK PASIEN KEPADA AHLINYA
MERAHASIAKAN SEGALA HAL TTG PASIENNYA
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ISU PELAYANAN DI ERA JKN

MANAJEMEN BURUK
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RANGAN
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RANGAN

AN PANJANG

RUMAH SAKIT
DOKTER

PESERTA

K YANG BELUM IKUT JKN
K YANG TIDAK MENGGUNAKAN JKN
K YANG IKUT ASURANSI TAMBAHAN



ISU KECUKUPAN DANA JKN

e MISS MATCH TARIF YG DITETATPKAN (AKTUARIA Rp.
36.000....PEMERINTAH Rp. 23.000)

e Revisi perpres 19 th 2016 menjadi perpres 28 th 2016

e Revisi permenkes 52 th 2016 menjadi permenkes 64 th
2016

* INFLASI MENINGKAT

!

TARIF INA-CBGs DAN KAPITASI TIDAK SESUAI DG NILAI
KEEKONOMIAN



SIMALAKAMA PELAYANAN

PELAYANAN DI
BIAYA DALAM

LAKUKAN SESUAI STANDAR, TAPI
'ARIF TIDAK MENCUKUPI

PELAYANAN DI

LAKUKAN SESUAI BIAYA DALAM

TARIF YG ADA, TAPI TIDAK TERPENUHI STANDAR
MUTU YG BAIK DAN RENTAN THD KESELAMATAN

PASIEN

MENGAKALI PELAYANAN AKAN TERJEBAK FRAUD

MEMINTA TAMBAHAN DARI PASIEN,
MELANGGAR REGULASI



MASALAH PELAYANAN DI ERA JK

Ini masalah, gak masalah atau egp

N -

e Pasien antri berjam-jam hanya
untuk tatap muka 4 menit dengan
dokter

e Pasien bolak-balik ke RS karena
kebutuhan obat 1 bulan diberikan
hanya untuk 7 hari (pembatasan
pemberian obat dan pemeriksaan
penunjang, fragmentasi pelayanan)

e Pasien diinapkan di RS karena biaya
rawat jalan kecil

e Pemulangan pasien lebih cepat



MASALAH PELAYANAN DI ERA JK

Ini masalah, gak masalah atau egp

ij * Dokter melayani pasien 100-200
(E’X pasien/hari (pembatasan kuota pasien)
B

e Pembatasan jam kunjungan pasien
)  Dokter mengobati pasien tidak maksimal
A Kekosongan obat ,sarana tidak lengkap
e Pasien dirujuk karena pafon biaya paket
sudah habis A patient safety ??
e Mencari RS rujukan ICU susah karena RS

Tidak mau Rugi A Tarif INACBGs rendah



HARUS SINKRONISAS|
(1)

* REGULASI MEMPERMUDAH MENJADI PESERTA
JKN (165.749.540 ORANG PER TGL 15/4-2016)

* SEHARUSNYA DIIKUTI DG PERATURAN TEKNIS
MEMPERCEPAT KETERSEDIAAN PROVIDER

— ANTRIAN PANJANG

— OVERLOAD BEBAN DOKTER

— MUTU PELAYANAN KURANG MAKSIMAL
— PASIENT SAFETY MENJADI RENTAN



Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan

2014 2015 2016
(Laporan (Laporan (Laporan KONTRIBUSI LANGSUNG
Audited Des) | Audited Non- KESEHATAN:
Des) Audited Membantu pemulihan
Des) kesehatan dan
Pemanfaatan di FKTP 66,8 Juta | 100,6Juta| 1349 Juta | | Pencegahan kecacatan
(Puskesmas/ Dokter (+ upaya promotif dan
Praktik preventif):
Perorangan/Klinik
Pratama).
Pemanfaatan di 21,3 Juta 39,8 Juta 50,4 Juta
Poliklinik Rawat Jalan Menjaga
Rumah Sakit masyarakat agar
Pemanfaatan Rawat 4,2 Juta 6,3 Juta 7,6 Juta tetap proQuktlf
s Rvimaln Seld secara sosial dan
ekonomis
TOTAL PEMANFAATAN 92,3 JUTA 146,7 JUTA | 192,9 JUTA

NOTE: Total Peserta thn Total Peserta thn Total Peserta thn
Total Pemanfaatan adalah 2014:133,4 Juta 2015: 156,79 Juta 2016:171,9 Juta

dalam kunjungan



SINKRONISASI
(2)

* JKN MENGGUNAKAN SISTEM INA CBGs DALAM
MENGENDALIKAN HARGA (EFISIENSI)

* SEHARUSNYA DIDASARKAN PADA PERHITUNGAN
KECUKUPAN DG TATALAKSANA KLINIS
BERDASARKAN SOP/CP

— RS SWASTA ENGGAN KERJASAMA

— RASIONALISASI STANDAR PELAYANAN (RAWAN MUTU
DAN SAFETY)

— RASIONALISASI PENERIMAAN PASIEN DAN RUJUKAN
UNTUK MENHINDARI DEFISIT (PADA KASUS DG

SEVERITY LEVEL TINGGI ATAU KASUS YG TARIFNYA
EKSTREM RENDAH)



SINKRONISASI
(3)

e REGULASI FORNAS/E-CATALOG PADA OBAT DAN ALKES

* SEHARUSNYA DIIKUTI DENGAN PERATURAN TEKNIS
TTG KUOTA PRODUKSI SESUAI KEBUTUHAN DAN
PENGATURAN SUPLAY CHAIN OBAT/ALKES YG
TERMASUK DLM E-CATALOG

— BANYAK OBAT YG DIBUTUHKAN TIDAK MASUK E-CATALOG
— BANYAK OBAT YG KOSONG MESKIPUN MASUK E-CATALOG

— MENYULITKAN PELAYANAN PD BEBERAPA KASUS :
EMERGENSI, ONKOLOGI, KASUS BERAT LAINNYA SEPERTI

INFEKSI BERAT, GAGAL GINJAL DLL



SINKRONISASI
(4)

e REGULASI TENTANG SISTEM RUJUKAN
BERJENJANG

* SEHARUSNYA PERATURAN TEKNIS YANG DIBUAT
SENAFAS DG PERATURAN TTG PELAKSANAAN
PRAKTEK KEDOKTERAN YG EKSISTING DAN
SOSIALISASI YG MASSIF KPD PESERTA JKN

— RUJUKAN BERORIENTASI ADMINISTRATIF DAN
PERMINTAAN PASIEN BUKAN BERDASARKAN
KEBUTUHAN MEDIS PASIEN DAN KOMPETENSI

— MENAHAN RUJUKAN (RS CENDRUNG
MENDATANGKAN DOKTER AHLI YG DIBUTUHKAN
BUKAN MERUJUK PASIEN KE LEVEL RS DIATASNYA)



ASPEK YG PERLU DUAMIN

KETERSEDIAAN OBAT (AVAILABILITY)
KETERJANGKAUAN OBAT (AFFORDABILITY)
KUALITAS OBAT (QUALITY)

KHASIAT OBAT (EFFECACY)

KEAMANAN OBAT (SAFETY)




TANTANGAN PENYEDIAAN OBAT

A Masalah harga obat (mengalami price erosion)

A Masalah distribusi (biaya modal kerja distributor)

A Masalah sistem lelang (Time line dalam proses lelang
sangat ketat)

A Masalah akurasi perencanaan kebutuhan obat secara
nasional



PERLU DIPERHATIKAN

A Jangka panjang penyediaan obat harus dijaga

A Sistem mutu obat yang semakin baik

A Proses lelang lebih transparan dengan time line yang
cukup

A Fornas/E-catalog berlaku lebih dari 1 tahun

A Struktur harga obat yg baik (Ceiling price dan floor price)

A Pemenang lelang tidak tunggal di setiap Propinsi and lintas
Propinsi

A PAJAK OBAT DIPERTIMBANGKAN DIHAPUS

A MODERNISASI PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT
SECARA NASIONAL (SISTEM 1IT)



SINKRONISASI
(5)

* REGULASI PEMBAYARAN RS ATAU KLINIK DG
SISTEM INA CBGs DAN KAPITASI BUKAN DG OUT
OF POCKET

* SEHARUSNYA DI LEVEL ORGANISASI RS DAN
KLINIK DITERAPKAN SISTEM PEMBAYARAN JASA
MEDIS DG SISTEM REMUNERASI DOKTER

— PERMENKES 28/2014 JASA PELAYANAN 30-50% TOTAL
KLAIM, RAWAN SENGKETA KRN BEDA-BEDA

— JASMED YG MENGACU PADA TARIF PERDA CENDRUNG
RENDAH

— KENAIKAN JASA MEDIS HARUS MEMPERTIMBANGKAN
PERTAMBAHAN BEBAN KERJA YG BERLIPAT




MASUKAN PB IDI

REVISI TARIF INA CBGs DAN KAPITASI
REKLASIFIKASI CODING DAN GROUPING CODING INA CBGs
PENYUSUNAN PANDUAN SISTEM REMUNERASI

PENYUSUNAN PNPK DAN PANDUAN CP PERHIMPUNAN
SPESIALIS

PENYUSUNAN KRITERIA EPISODE, READMISI DAN
FRAGMENTASI YANG SESUAI DG INDIKASI MEDIS

PENYUSUNAN KRITERIA KEGAWAT DARURATAN DAN
PELAYANAN MEDIS DASAR

PEMBAHASAN TEKNIS KREDENSIALING DAN REDISTRIBUSI
PESERTA



